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PERATURAN KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang Da.

Mengingat o1

BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

bahwa dengan adanya penambahan dan atau
pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2003, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2003
dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengabh,;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun1994
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685);

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3811);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
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Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13
Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Pemerintah
Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 165);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun
2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan
Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4029);
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Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3098);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Dana
Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2003;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975
tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan Barang Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998
tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
tentang Pedoman Pengurusan, Pertangganggungjawaban
dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat || Pemalang Nomor 1
Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil
Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Pemalang (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Pemalang Tahun 1997 Nomor
4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Daerah Tingkat Il Pemalang Nomor 2
Tahun 1998 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I
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Menetapkan

Pemalang Tahun1998 Nomor 3);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun
2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2000-2004 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2000 Nomor 31), sebagaimana telah
diubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 10);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun
2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat DAErah
Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 36), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 38 Tahun 2002);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA)
Kabupaten Pemalang Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 11);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun
2002 tentang Rencana Stratejk (RENSTRA) KABupaten
Pemalang Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2002 Nomor 12);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun
2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2003 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 2).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :
PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN PEMALANG  TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2003 :

Semula berjumlah L. Rp. 327.322.260.000,00
Bertambah sejumlah ... Rp. 92.611.356.000,00
Sehingga menjadi ... Rp. 419.933.616.000,00

(2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003

Semula berjumlah L. Rp. 327.322.260.000,00
Bertambah sejumlah ... Rp. 92.611.356.000,00
Sehingga menjadi ... Rp. 419.933.616.000,00
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Dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin:

Sebelum perubahan ... Rp. 247.960.974.000,00
Bertambah Rp. 32.611.356.000,00
Anggaran setelah perubahan ............ Rp. 280.572.330.000,00

b. Belanja Pembangunan

Sebelum perubahan ... Rp. 79.361.286.000,00

Bertambah Rp. 60.000.000.000,00

Anggaran setelah perubahan ............ Rp. 139.361.286.000,00
Pasal 2

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud
pada pasal 1 di atas sebagaimana Lampiran 1 Peraturan Daerabh ini.

Rincian Penambahan Anggaran Penambahan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1)
di atas, sebagaimana Lampiran Il Peraturan Daerah ini.

Rincian Penambahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada pasal 1layat (2) di
atas, sebagaimana Lampiran lll Peraturan Daerah ini.

Rincian Penambahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada pasal 1
ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran
2003 :

Semula berjumlah L. Rp. 17.134.998.000,00
Bertambah sejumlah ... Rp. 3.583.638.000,00
Sehingga menjadi ... Rp. 20.718.636.000,00

Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimuat pada
Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2003 :

Semula berjumlah L. Rp. 17.134.998.000,00
Bertambah sejumlah ... Rp. 3.583.638.000,00
Anggaran setelah perubahan ............ Rp. 20.718.636.000,00

Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimuat pada
Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan
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bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 1 Agustus 2003

BUPATI PEMALANG
Cap.
ttd

M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 1 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap.

ttd
Drs. SRI HARDJANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2003 NOMOR 33



